GUBERNUR SUMATERA BARAT

http://www.sumbar.go.id — e-mail: pdcisb@sumbar.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR: 019 / Q28 / DisD(K - 2017

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang . a. bahwa dengan terjadinya pengalihan kewenangan urusan
pendidikan dari Kabupaten/Kota ke Propinsi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan nama Sekolah
Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan
Sekolah Luar Biasa Negeri se-Sumatera Barat;

b. bahwa perubahan nama sekolah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Perubahan Nama Sekolah Menengah Atas Negeri,
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa
Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);
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4.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun
2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengabh;

MEMUTUSKAN :

Merubah Nama Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Penyelenggara Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri yang dilakukan
perubahan nama wajib menyelesaikan program pendidikan yang sedang
berjalan.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera’ Barat melaporkan perubahan nama
Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri,
dan Sekolah Luar Biasa Negeri kepada Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI u.p Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017 DPA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Tembusan disampaikan kepada Yth :
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Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta

Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
Sdr. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Bupati dan Walikota se Sumatera Barat

Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.
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